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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 39 TAHUN 2016

TENTANG

GARIS MUAT KAPAL DAN PEMUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Garis

Muat Kapal dan Pemuatan;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
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10.

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang
Mengesahkan “International Convention on Load Lines
19667;

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Pengesahan International Convention For The Safety of
Live At Sea, 1974;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun

2011;



Menetapkan

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandar Utama,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG GARIS
MUAT KAPAL DAN PEMUATAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh
instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundangan untuk menegakkan hukum serta tugas-
tugas pemerintah lainnya.

Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan
serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong
dan radio, elektronika kapal yang dibuktikan dengan
sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah
didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.

Kapal tangki adalah kapal yang dirancang (design) hanya
digunakan untuk mengangkut muatan cair secara curah
yang memiliki kekokohan yang tinggi pada deck terbuka
dengan akses bukaan yang kecil dan kedap cuaca serta
memiliki tingkat keselamatan yang tinggi terhadap
genangan air sebagai akibat dari rendahnya
permebealitas ruang muat yang terisi.

Kapal kecepatan tinggi adalah kapal yang memiliki
kecepatan dalam meter per detik sama atau lebih dari
kecepatan sesuai dengan rumusan V > 3,7 x A 0,1667
dimana A adalah volume benaman yang setara dengan
garis air rancang.

Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang digunakan
sebagai kapal penangkap ikan, ikan paus, anjing laut,
ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk
apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan
ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil
tangkapannya sendiri.

Kapal Penumpang adalah kapal yang memuat orang
selain awak kapal lebih dari 12 (dua belas) orang dan
disertifikasi sebagai kapal penumpang.

Kapal Layar Motor (KLM) adalah kapal layar dengan
bahan utama dari kayu berukuran tonase kotor sampai

dengan GT 500 dengan mempunyai tenaga pesawat
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penggerak bantu sampai dengan 535 Tenaga Kuda (TK)

yang khusus mengangkut barang dan atau hewan bukan

mengangkut penumpang.

Kapal tipe A adalah :

a. kapal yang didesain hanya untuk mengangkut
muatan cair dalam bentuk curah dan dimana tangki
ruang muat memiliki hanya akses bukaan yang kecil
yang ditutup dengan penutup kedap air yang terbuat
dari baja atau material yang sepadan, kapal-kapal
tersebut di atas memiliki sifat-sifat berikut:

1) geladak terbuka memiliki kekokohan yang tinggi;

2) memiliki tingkat keselamatan yang tinggi
terhadap genangan (flooding), yang dihasilkan
dari rendahnya tingkat permeabilitas dari ruang
muat dan tingkat sub divisi yang biasanya
dipersyaratkan.

b. jika kapal tipe ‘A’ yang panjangnya lebih dari 150
meter, dan didesain memiliki kompartemen yang
kosong ketika mengangkut pada garis air laut, harus
mampu menahan genangan pada salah satu dari
kompartemen kosong tersebut pada permabilitas
yang diasumsikan 0,95 dan tetap bertahan pada
kondisi keseimbangan yang disetujui oleh Direktur
Jenderal. Dalam hal kapal dengan panjang lebih dari
225 meter, ruang mesin harus dianggap sebagai
kompartemen yang dapat digenangi air tetapi
dengan permeabilitas 0,85.

Kapal tipe B adalah selain kapal tipe A.

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah Pejabat

Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di

bidang keselamatan kapal.

Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atau

organisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi dan

persyaratan untuk melakukan survei di atas kapal.

Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakkan

lunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupa



